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WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR %2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 A TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang a. bahwa pedoman pelaksanaan bantuan perbaikan rumah tidak
layak huni bagi masyarakat miskin telah diatur dalam Peraturan
Walikota Padang Nomor 25 A Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maka Peraturan Walikota
tersebut perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 25 A Tahun
2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

-y
.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomo1
3164);

Mengingat



6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 199);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor
33};

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Walikota Padang Nomor 25 A Tahun 2016 tentang
Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita
Daerah Tahun 2016 Nomor 25A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan =~ PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PADANG NOMOR 25 A TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Padang Nomor 25 A Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 25 A) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan angka 5, angka 6, angka 8 dan angka 9 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.

3. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak
memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan.

4. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR  adalah
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

5. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Padang.

6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Padang.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang ditunjuk
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBD.



10.

11.

1.2

13.

14.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang
diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara/anggaran belanja daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat
yang diberi wewenang oleh PA/KPA untuk mengendalikan pelaksanaan
kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan
dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

Peningkatan Kualitas rumah yang selajutnya disingkat PK adalah kegiatan
memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan
dan/atau memenuhi syarat rumah tidak layak huni.

Gambar Kerja yang selanjutnya disingkat GK adalah gambar yang digunakan
sebagai acuan untuk dilaksanakan atau dikerjakan dilapangan.

Gambar Rencana adalah gambar yang dibuat oleh unsur perencana yang digunakan
sebagai acuan dalam membuat gambar kerja.

Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan
banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain
yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Pelaksanaan bantuan RTLH dilakukan dengan sistem pemilihan langsung oleh penyedia
jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Pasal I

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Duwn; 2018

WALIKOTA PADANG,

LDI

Diundangkan diPadarnyg
pada tanggal 4 Juny, 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG




